
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PBRATURAN BUPATI KARO
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

a. bahwa untuk mendukung tercaparnya Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas Konrpsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagt
Penyelenggara Negara pada Pemerirrtah Kabupaten
Karo untuk melaporkankekayaannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ditegaskan bahwa
setiap penyelenggara Negara berkewajiban unt'uk
melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum
dan setelah menjabat;

c, bahwa berdasarkan pertimbangaln sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peratrrran Brrpati tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah KabuPaten Karo;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945;

2. Undang-Undang Drt. No 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
iio*ot 58, Tamuarran Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor LO92l;



3 Undang-Undang Nsmor 28 Tahun 1999 tentang
PenyelJnggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

neputnk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
PembeLntasari Tindak Pidana Korupsi (l'embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

35741 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OAl Nomor L34,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
415O);
undang-undang Nomor 3O Tahrrn 2AO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor t37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2079 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 30
Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLg Nomor 97, Tatnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6a09);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 686fl;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor l4l, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nsmsr 68971;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2L tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 2O2, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor
6718);

4

5

6

7

8

9



10.

11,

Peraturan Ksmisi Pemberantasan Korupsi Nsmor 7

Tahun 2OL6 tentang Tata cara Pendaftaran,
pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Fenlelenggara Negara (Berita Negzrra Republik Indonesia
Tarr'-un ZOto Nomor 985) sebagaimana diubah dengan

Peratrrran Komisi Pemberantasafl Korupsi Nomor 2
irtrr, 2o2o tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Tata Cerr:a Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 572);
peiat,ran Daerah Nomor 05 Tahr:.n 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor

bS, Tnmbahan Lembaran Daerah Kabupaten Keiro

Nomor O3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1o Tahun 2a2L tentang Perubahan atas
peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang
pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo

(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2o2l Nomor

iO, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo

Nomor O8);

Menetapkan

MEMUTUSIdAII[ :

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA

KEKAYAAN PEI{YELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH I(ABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud d'engan:

1. Daerah adalah KabuPaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karo.

3. Bupati adalirh BuPati Karo.
4. penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah

Kablpaten Karo yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya

berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku-

S. komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disinglat KPK adalah Komisi
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

6. Lapoian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat
LHKpN adalah laporan elekironili-dulr* bentuk cetak dan/atau bentuk
lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data
pribadi, terma-suk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta
Kekayaan PenYelenggara Negara.



T. e-LHKpN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang

dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK'

8. Wajib Lapor LHKPN adatah peja[at yang ditetapkan oleh Bupati Karo untuk
*erry**paikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

g. pengelola LHKpN adatah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN'

1o. pendaltaran adalah p*rty**paial lrrypU oleh Penyelenggara Negara kepada

KPK.
L1. pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada

publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola

aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya'
18. Admin Unit Kerja, "i"f"fi 

pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk
mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dan tujuan LHKPN yaitu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana

korupsi.
BAB III

WAJIB LAPOR
Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara wqiib menyampaikan LHKPN'

izi p*"v*len[[ara N"grr* y*rrg *Erb menyampaikan LHKPN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo terdiri dari:
a. Elupati;
b. \Makil Bupati;
q. Pejabat Tinggi Prataml_(Eselon_Il);
d. Pejabat Administrator (Eselon III);
e. pejabat pengawas (Eselon IV) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah dan Badan Pendapatan Daerah;
f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
g. fejaUat Fungsional Auditor dan yang disamakan;
f,. pu.tg"lola dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP);

i. Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal;
j. Bendahara Penerimaall dan Bendahara Pengeluarun;
k. Direktur BUMD; dan
1. Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda
m. Kepala Desa
n. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK'

BAB IV
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

(1) penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud
dalam Pasal 3 kepada KPK yakni pada saat:
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saa't pertama kali

menjabat;
b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;



e"pe$ga4gkatas}}cemb*'::n**PenyelenggaraNegarasetelahberakhireya
***^ jabatan atau Pensllln;

rzr tsffiffitffiiili& *r*::t-,iitflT,**.1*ffi ffi!fr tff:fr.*H "
wajib disamp'aikan dalam:rr[i"'*"r.#,qir'ig r"*uat 3 (Ga) bulan terhitung

sejak saat pengangk?tT p.riil*lUt'*ftfii*vi 5"i"t"*/peniiun/pengang!<atan

kembali setela, beraichirnya ;; iabatan .i*r, p.rrsiun sebagai Penyelenggara

(1) penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d'

wajib dilakukan secara p"rioail. setiap r 
- 
tsatut tahun sekati atas Harta

Kekayaan y"",g Jiptrole! pir,Desember tahun laporan'

(2) penyampqan Lnxrry *.U*s*i;;'; Ji*uf.",,i ilA 1rat.(1) disampaikan dalam

jangka waktu Ai;; i"*uJ t"oegal 31 Maret tahun berikutnva'

Negara.

Pasal 5

Pasal 6

memuat:
a. nama;

jabatan;
instansi;
tempat dan tanggal lahir;
alamat;
identitas istri/suami, anak baik anak tanggUngan maupun bukan anak

tanggungan;
g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta

kekayaan;
h. besarnya penerirnaan dan pengelrraran; ; . .t .

i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesual

dengan kartu tanda Penduduk; dan
j. surat pernyataan dari penyelenggara negara'

BAB V
PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) fim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daeri*t Kabupaten Karo;
b. Wakit Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Karo;
c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo; dan
d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Inspektorat

Kabupaten Karo sebagai Admin Instansi.

(1) penyampaiax LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

dilaksanakan melalui *ptit *sil-LEKPN pada Jamat www' elhkpn' kpk' go' id'

(2) Format LHKPN sebagaimrt u. ai*rt *ud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya

b.
c,
d.
e.
f. \
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(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dim*sud ddasr ayat (1) mempu$yai tug*

sebagai berikut:
a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan

evaluasi terhadaP kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan
Aplikasi e-LHKPN

mengumumkan harta kekayaannYa serta pemanfaatan

dalam dan

b. Administrator bertugas
1. menyamPaikan data kepegawaian dan d"ata Perubahan jabatan Wajib

LHKPN kePad'a KPK paling lambat 1 5 Desember setiaP tahun;
angka (1) ke

2. melakukan Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud Pada

Pasal 8

BAB VI
SANKSI
Pasal 9

dalam APlikasi e-LHKPN;

S.rnengingatkanw{ibLHKPNdilingker*garrK-abupetenKgour+tuk \

mematuhi kewajiban penyampaian -du1' nt'So*t'*an LHKPN' \

4. memiliki peran';;ild ,k"; admin unit ker3a' melakukan verifikasi

pendaftaran wajib lapor baru dart updat" pt*il"iiu" a*t* wajib lapor' \

I

(1) Administrator selaku Admin Instansi dapat juga dibantu oleh Admin Unit Kerja

Pengelola APlikasi c-LHKPN'
(2) Admin unit Kerja Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:
a, membuat akr-Ln Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;

b. membuat/pemutakhiran daftar wajib 1aq9-1;

c. melakrkan pendampingan pengisian/e-Iil1ing; dan

d. rnemonitoring-p;ny;*;rir" l,tiXpp untuk sela:rjutnya disarnpaikan kepada

Admin Instansi.
(3) Adm-in unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati' \

\

dan/atau
b. pemtebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas)

bulan.

\
\t
1t'
1l

I

\

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terlambat
' ' *.riyu.*["it "" lftXpN akan diberikan sanksi sedang berupa pemotongan

tunjangan kinerja sebesar 25o/o {duapuluh 1,P'persen) selama 6 {enam) bulan'

(2) Penyelenggara 
"N.g*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak

menyampaikan LH-KPN, dibelkan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan'
(3) 

-d;iliai*ipii" 
tingkat berat sefiagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 9"1'

a. penurunan parigkat setingk.il.bif, rendah selama L2 (dua belas) bulan;



EAB VII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 1O

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
*. dib"rikuo peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga} ka1i, dengan masing-

masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) minggu; dan
b. jika *.*p"i-peringatan ketiga belum menyampaikan lhkpn, penyelenggara

negara tersebLt diberikan sanksi sebagairnana dimaksud d4am P?*4 9-.

(2) Penjathan hui<uman disiplin sebagaimana ctimaksud dalam Fasai g dilakukan' ' 
pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Karo sesuai ketentuan
perundang-undangan.

(3) irenjatuhan sanlsi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi
ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat Tim Penjatuhan Hukuman
Disiplin ye$g ditetapkan otreh Bupati,

BAB VilI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal I" 1

Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai bertraku, Peraturar,r Bupati Karo Nemor 25

Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerinta.h Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun ?OLT Nomor
25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang$an.

Agg. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangican Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Di di Kabanl'ahe
o5 P'Vril 244

SEBAYANG

Diundangkan di Kabanj ahe
o5 hWil 2oz4
DAERAH KABUPATEN KARO,

PURBA

/

KABUPATEN KARO TAHUN 2OZ4 NOMOR 03


